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TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
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ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع „ain ̒ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ̓̓ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  
( ̓ ). 
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2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 اَا fatḥah a A 
 اِا Kasrah i I 
 اُا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 اَ  fatḥah dan yā̓̓ ai a dan i 
 اَو fatḥah dan wau au a dan u 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
 اَ … /  اَا …. Fatḥah dan alif atau yā̓̓ ā a dan garis di atas 
  Kasrah dan yā ī i dan garis di atas 
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و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di 
atas 
Contoh: 
ت ام : māta 
ىمر : ramā 
ليق : qīla 
ت ومي : yamūtu 
4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah (t). sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 
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maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( „ ) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), Alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
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Contoh: 
الله نيد    dīnullāh  الله اب  billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:  
الله ةمحر يف مه   hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 
DR). contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl. 
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Nama : Fajlu Kamaruddin 
NIM : 10100112075 
Jurusan : Peradilan Agama/Ahwalusy Syaksiyah 
Judul      : Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam di 
Kabupaten Flores Timur (Studi Kasus di Pengadilan Agama 
Flores Timur) 
 
 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui Faktor 
Pendukung  terlaksananya Perkawinan di bawah umur  Pengadilan Agama 
Kabupaten Flores Timur; dan 2) untuk mengetahui pandangan hukum Islam 
dalam melihat perkawinan di  bawah umur di pengadilan Agama  kabupaten 
Flores Timur. 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan 
pendekatan sosiologis dan yuridis. Penelitian ini tergolong penelitian hukum 
empiris yang dalam disiplin ilmu hukum meneliti data-data primer. Data-data 
primer diperoleh melalui beberapa cara yaitu wawancara, observasi, dan 
penelitian-penelitian eksperimen. 
Setelah melakukan penelitian dan analisis data, maka yang menjadi hasil 
penelitian skripsi ini adalah bahwa: 1) prosedur pengajuan perkara dispensasi 
nikah di Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kab. Flores Timur adalah sebagai a) 
Prameja; b) Meja I; c) Kasir; dan d) Meja II; 2) putusan Pengadilan Agama Tingkat 
Pertama Kab. Flores Timur adalah menerima permohonan pemohon dalam 
perkara dispensasi nikah di bawah umur; dan 3) dalam pandangan hukum Islam 
pernikahan di bawah umur diperbolehkan sepanjang sejalan dan senapas dengan 
ketentuan hukum Islam lainnya yang mengatur hal ihwal pernikahan itu sendiri. 
Adapun implikasi penelitian ini adalah bahwa: 1) Kepada Pejabat Kantor 
Urusan Agama Solor Timur dalam mengabulkan izin dispensasi nikah agar lebih 
teliti, apabila para pemohon tidak mengemukakan alasan yang jelas dan logis atau 
tidak ada hal yang bersifat darurat, sebaiknya pemohon dispensasi nikah ditolak 
demi mencegah kemadharatan yang akan terjadi bila pernikahan itu dilakukan 
pada usia muda; 2) Kepada pihak pemohon agar menanamkan pendidikan 
keagamaan sejak dini di dalam kehidupan keluarga, sehingga anak-anak mampu 
membentengi diri dalam pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan 
perilaku seksual nikah diluar nikah, perkawinan dibawah umur dapat dihindari 
demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sehat; dan 3) masyarakat 
hendaknya lebih memahami maksud dari diberlakukannya peraturan batas usia 
nikah serta mentaatinya karena,pernikahan dibawah umur mempunyai peluang 
besar kepada timbulnya kemadharatan. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah 
Diskursus, kajian, penelitian dan lainnya seputar persoalan yang berkaitan 
dengan hal ihwal perkawinan hingga dengan sekarang selalu eksis dan mendapat 
perhatian dari pelbagai pihak dan kalangan, terutama sekali dari pihak dan 
kalangan akademis. Pasalnya, banyak problem yang terjadi diseputar perkawinan, 
di antaranya -sebut saja dalam hal ini- adalah problem perkawinan di bawah 
umur. Selain menjadi sebuah fenomena yang lazim terjadi dalam kehidupan 
masyarakat, keberadaan perkawinan di bawah umum juga semacam masih 
menyimpan problem seputar aspek hukum normativitasnya bahkan implementasi 
pelaksanaannya di masyarakat, khususnya dalam institusi keluarga. 
Problem tersebut bisa terjadi begitu saja dalam struktur kehidupan sosial 
masyarakat disebabkan banyak yang masih menyederhanakan “institusi 
perkawinan” yang begitu sakral. Juga tidak adanya “pendidikan pra nikah” yang 
diberi-lakukan bagi masyarakat kaula muda yang memiliki hasrat cinta yang 
mengebuh-ngebuh dan terkadang buta. 
Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan wali seorang wanita 
atau yang mewakili mereka dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang-
senang sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan.1 
Berbicara tentang perkawinan tentunya tidak terlepas dengan lembaga 
yang menjadi pengayomnya yakni dalam hal ini pengadilan Agama. Pengadilan 
                                                          
1Musfir Aj-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi (Jakarta: Gema Insani Press, 2002 
M), h. 5. 
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Agama kabupaten Flores Timur  adalah sebagai bagian atau perpanjangan tangan 
Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-
perkara tertentu, dalam menangani masalah perkawinan di bawah umur tetap 
mengacu pada proses dan prosedur kompilasi hukum Islam dan hukum adat. 
Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta 
hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka. Tidak 
mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki 
yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, 
harta melimpah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, 
tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.2 
Keberadaan pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia diatas bumi 
dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah Swt terhadap hamba-Nya, di 
antara firman Allah dalam QS an-Nuur/24: 32. sebagai berikut : 
 ُ َّاللَّ ُمِِهنُْغي َءاََرُقف اُىنىَُكي ِْنإ ۚ ْمُِكئاَِمإَو ْمُكِدَابِع ْنِم َنيِِحلا َّصلاَو ْمُكْنِم ٰىَمَاَيْلْا اىُحِكَْنأَو
 ۗ ِِهلَْضف ْنِم        
Terjemahnya :  
Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan 
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 
laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas 
(pemberian-Nya), maha mengetahui .  3  
Akan tetapi, bagaimana jika pernikahan itu adalah pernikahan dua insan 
yang masih muda belia, (pernikahan usia muda), yakni usia laki-laki belum 
mencapai 19 tahun dan usia perempuan belum mencapai 16 tahun sebagaimana 
                                                          
2Musfir al-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi, h. 13. 
3Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya , h. 494. 
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yang telah ditetapkan dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. 
PP Nomor 9 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam, sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. 
Jika undang-undang yang mengatur hukum keluarga di dunia muslim yang 
diberlakukan pada abad ke-20 dicermati, ternyata masalah pokok yang mendapat 
perhatian dalam rangka mendukung kelanggengan kehidupan perkawinan dengan 
suasana sakinah, mawaddah, dan warahmah, salah satunya adalah masalah batas 
umur untuk menikah.  
Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 jo pasal 15 
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan 
jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 
16 tahun.4  
Pernikahan untuk usia muda yang di bawah ketentuan peraturan perundang-
undangan memang dibolehkan demi kemaslahatan. Secara metodologis, langkah 
penentuan usia kawin didasarkan kepada metode maslaha mursalah. Namun 
demikian, karena sifatnya yang ijtihad, yang kebenarannya relatif, ketentuan 
tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal 
perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 
19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap menberi 
jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal penyimpangan 
terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah. Dalam hal siapa yang 
                                                          
4Lihat Undang-Undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: 
Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999). 
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akan memberikan pengecualian atau dispensasi, maka dikeluarkanlan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 ayat (2) yakni dalam hal penyimpangan terhadap ayat 
(1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.5 
Dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan mampu 
fisik bagi perempuan berusia 16 tahun. Menurut pengalaman perempuan yang 
kawin dalam usia yang sangat muda akan menghadapi resiko pada saat 
melahirkan. Kemampuan fisik bagi pria adalah berusia 19 tahun karena pada usia 
itu ia dianggap telah matang untuk berumah tangga. Pada usia itu besar 
kemungkinan mendapat kerja dan memperoleh penghasilan, karena suami dalam 
Islam berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istri dan anak 
keturunannya. 
Fenomena kawin muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. 
Dahulu, kawin muda dianggap lumrah. Tahun berganti banyak yang menentang 
perkawinan diusia dini. Penomena tersebut kembali lagi, kalau dulu orang tua 
ingin anaknya menikah muda dengan berbagai alasan malah kini banyak remaja 
sendiri yang bercita-cita kawin muda. Mereka bukan remaja yang berada di 
pedesaan, melainkan remaja-remaja yang ada di kota. 
Selain itu, beberapa remaja berpandangan menikah muda merupakan pilihan 
agar mereka terhindar dari melakukan perbuatan dosa, seperti hubungan seks 
sebelum menikah misalnya. Pada kenyataannya, kematangan seseorang banyak 
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juga bergantung pada perkembangan emosi, latar belakang pendidikan, sosial, dan 
sebagainya. 
Suatu pernikahan adalah hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, di 
dalamnya terdapat hikmah anatara lain dapat mendatangkan ketenangan batin dan 
mencegah orang berbuat maksiat. Perkawinan usia muda dalam Islam pada 
dasarnya tidak dilarang sepanjang dapat mendatangkan kemaslahatan, hal ini 
dicontohkan oleh Rasulullah ketika menikahi Aisyah Binti Abu Bakar, ukurannya 
adalah kemampuan memenuhi kebutuhan standar suatu perkawinan, baik dari segi 
materi maupun dari segi kemampuan menjaga kehormatan dan keutuhan rumah 
tangga. 
Pengadilan Agama kabupaten Flores Timur  sebagai bagian atau 
perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan 
mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah perkawinan 
dibawah umur tetap mengacu pada proses dan prosedur kompilasi hukum Islam 
dan hukum adat. Meskipun demikian, hambatan-hambatan tetap saja ada, seperti 
masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mengajukan permohonan 
dispensasi nikah di Pengadilan Agama, sehingga masyarakat sendiri mengambil 
jalan pintas dengan menambah umur seorang anak dengan bantuan pemerintah 
setempat (kepala Desa atau Lurah) dalam hal pembuatan KTP, dengan dasar 
itulah PPN tidak berhak untuk menolak mengawinkan mereka meskipun mereka 
mengetahuinya.  
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Oleh karena itu masalah perkawinan dibawah umur perlu mendapat 
perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam 
rangka penegakan hukum. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1.  Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memfokuskan 
penelitiannya mengenai perkawinan di bawah Umur dalam perspektif hukum 
Islam dan hukum adat di pengadilan agama  di Kabupaten Flores Timur . 
a. Perkawinan di bawah umur 
b. Pengadilan Agama 
c. Hukum Islam 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya penafsiran 
yang keliru terhadap judul skripsi ini maka penulis menguraikan pengertian judul 
skripsi ini sesuai dengan maksud penulis sebagai berikut : 
a. Perkawinan di bawah umur 
Yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah bentuk 
perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, 
baik itu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Instrupsi 
Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di mana batas 
usia perkawinan yang diatur di dalamnya seputar 16-19 untuk perempuan (calon 
istri) dan laki-laki (calon suami). 
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b. Pengadilan Agama 
Yang dimaksud dengan Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama 
Tingkat Pertama Kab. Flores Timur, NTT yang merupakan bagian atau 
perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan 
mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah perkawinan 
dibawah umur tetap mengacu pada proses dan prosedur kompilasi hukum Islam. 
c. Hukum Islam 
Yang dimaksud dengan hukum Islam adalah tata aturan yang mengatur 
peri kehidupan umat Islam yang bersifat ahkam amliyah. 
Dari beberapa istilah diatas, sudah dapat dipahami bahwa secara 
operasional judul ini berarti suatu pemberian izin untuk melangsungkan 
pernikahan terhadap seorang pria dan seorang wanita yang masing-masing atau 
salah satu pihak masih dibawah umur yang telah ditentukan berdasarkan Undang-
Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dibawah umur kepada 
Pengadialn Agama di daerah tempat tinggal yang bersangkutan. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka pokok 
masalah yang dibahas adalah bagaimana perkawinan di bawah umur dalam 
perspektih hukum islam dan hukum adat di kabupaten Flores Timur . Berdasarkan 
pokok masalah di atas maka sub masalah yang dapat di bahas adalah: 
1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Pengadilan 
Agama Di kabupaten Flores Timur? 
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2. Bagaimana putusam hakim Pengadilan Agama Larantuka terhadap kasus 
perkawinan di bawah umur? 
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam melihat perkawinan di bawah 
umur di pengadilan Agama Flores Timur? 
D. Kajian Pustaka 
 Pertama; skripsi Bahrul Ulum yang berjudul “Pernikahan di Bawah Umur 
dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Hukum Islam”. Penelitan ini 
merupakan penelitian kepustakaan dengan metode pendekatan analisis deskriptif 
analitik. Penelitian ini hanya mengeksplorasi apa latar belakang ketentuan nikah 
di bawah umur menurut perundang-undangan Indonesia dan bagaimana perspektif 
hukum Islam tentangnya.  
Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa latar belakang ketentuan nikah 
di bawah umur dalam perundang-undangan adalah tuntutan dari sejumlah 
organisasi wanita dan lainnya agar Indonesia memiliki peraturan perundang-
undangan yang mengatur hal ihwal perkawinan sehingga lahirlah Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.  Sementara dari sudut pandangn hukum Islam 
ditemukan bahwa ketentuan batas usia perkawinan tersebut merupakan hasil 
kajian elaborative terhadap hukum Islam dengan pendekatan maslahah wa 
mursalah yang bersifat ijtihadi sehingga ia bersifat relative dan tidak kaku. 
Dengan demikian, penelitian Bahrul Ulum berbeda dengan penelitian 
skripsi ini. Di mana titik penekanan penelitian in lebih mengarah pada aspek 
putusan hakim Pangadilan Agama Flores Timur tentang dispensasi nikah dilihat 
dari sudut pandang hukum Islam. 
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Kedua; skripsi Renny Retno Waty yang berjudul “Pengaruh Pernikahan 
di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga”. Dalam penelitian ini 
ditemukan untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 
referensi yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun referensi – referensi 
yang penulis maksud adalah diantaranya: 
Dunia wanita dalam Islam, Sayid Muhammad Husain Fadhullah 
menegmukakan tidak ada usia menikah yang ditentukan dalam syariat, maka 
boleh menikahkan anak laki-laki atau perempuan kecil di usia dini. 6 
Dalam Fiqh Sunnah, jilid 6, Sayyid Sabiq mengemukakan syarat bagi 
sahnya ijab kabul, salah satunya ialah kedua belah pihak sudah tamyiz ( dapat 
membedakan yang benar dan salah), bila slah satu pihak ada yang gila atau masih 
kecil dan belum tamyis, maka pernikahannya tidak sah. 7 
Andi Syamsu Alam dalam bukunya Usia Ideal Memasuki Dunia 
Perkawinan, mengemukakan bahwa perlu ada sanksi yang tegas terhadap calon 
suami istri yang belum mencapai usia sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-
undang tanpa dispensasi pengadilan dan tidak sekedar dengan denda 7.500,- 
(tujuh ribu lima ratus rupiah). Di Irak, bagi pelanggar dijatuhkan pidana penjara.8 
Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan 
yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Batas usia kawin dalam pasal 15 
KHI sama dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian halnya dengan 
                                                          
6Sayyid Muhammad Husain Fadhullah, Dunia Wanita Dalam Islam (Jakarta: Lentera, 
2000), h. 197. 
7Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid VI (Bandung: Al Ma’arif, 1993), h. 7. 
8Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan (Jakarta: Kencana Mas 
Publising House, 2005), h. 67. Kompilasi Hukum Islam, Fokus Media, 2005, Pasal 15, hal.10 
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 dispensasi  kawin.  Bedanya,  dalam  KHI  disebutkan alasan mengapa dispensasi 
kawin itu diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui Faktor Pendukung  terlaksananya Perkawinan di bawah 
umur  Pengadilan Agama Kabupaten Flores Timur .  
b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam melihat perkawinan di  
bawah umur di pengadilan Agama  kabupaten Flores Timur. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaaan Teoritis 
1) Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun 
saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas dalam hal 
Perkawinan di bawah umur adalah satu cara yang diberikan dalam hal 
menangani penyimpangan terhadap pasal 7 (1) UU RI No.1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan, sekaligus dapat mengetahui tata cara penerapannya 
pada Pengadilan Agama dan akibat hukumnya. 
2) Dapat menjadi masukan bagi dunia Peradilan dalam penyelesaian perkara 
perkawinan di bawah umur.  
b. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata. Di samping 
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itu menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan 
penelitian yang sejenis.  
Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar acara persetubuhan 
antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, 
akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan 
kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan 
untuk    membangun,    membina    dan    memelihara    hubungan    keluarga serta 
kekerabatan yang rukun dan damai. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Konsep Dasar Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
Mengenai pengertian perkawinan terdapat beberapa pendapat yang satu 
dengan lainnya berbeda, tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk 
memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu 
dengan yang lain, perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus 
untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan 
pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyak unsur di dalam 
perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain, mereka membatasi banyak 
unsur yang masuk dalam perumusan pengertian perkawinan namun akan 
menjelaskan unsur-unsur yang lain dalam tujuan perkawinan. 
Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan 
suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita, 
untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan dasar suka 
rela dan keridhaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan 
hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-
cara yang diridhai oleh Allah SWT.1 
Perkawinan dalam arti aqad adalah merupakan suatu perjanjian perikatan 
antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, perjanjian di sini bukan 
                                                          
1Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 
1977), h. 10. 
13 
 
 
 
sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi 
perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk 
keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi 
keagamaannya dari suatu perkawinan.2 
Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang 
umum berlaku kepada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun 
tumbuh-tumbuhan, karena itu perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai 
jalan bagi manusia untuk melahirkan, berkembang biak, dan melestarikan 
hidupnya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.3 
Kata nikah dari uraian di atas berarti akad. Arti “akad” menjelaskan bahwa 
perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-
pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad 
karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis, dan penggunaan 
ungkapan “membolehkan/menghalalkan hubungan kelamin” karena pada 
dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-
hal yang membolehkannya secara hukum syara’. Diantara yang membolehkan 
hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. 
 Adapun rumusan pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 
                                                          
2Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Cet. I; 
Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 9. 
3Moh. Thalib, Fiqih Sunnah, Jilid VII (Cet. II; Bandung: Al-Ma’arif, 1990), h. 9. 
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pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk 
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.4 
 Di samping pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut di 
atas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian rumusan lain yang 
tidak mengurangi arti pengertian Undang-Undang tersebut namun bersifat 
menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut: Perkawinan menurut 
Kompilasi Hukum Islam adalah: “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau 
mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah”.5 
Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan merupakan 
penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan 
Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah 
semata perjanjian yang bersifat keperdataan. 
Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi 
umat Islam merupakan peristiwa agama, dan oleh karena itu bagi orang yang 
melaksanakannya telah melakukan ibadah. 
 
 
                                                          
4Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Jakarta:1996), h. 3. 
5Departemen Agama RI, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 
14. 
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2. Prinsip dan Asas Perkawinan 
Dalam uraian prinsip dan asas perkawinan ini, tentunya tidak terlepas dari 
apa yang telah diatur dalam agama Islam yakni menurut hukum Islam dan hukum 
adat yaitu: 
a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan 
perkawinan. Dengan cara dilakukan peminangan terlebih dahulu untuk 
mengetahui kedua belah pihak setuju atau tidak. 
b. Tidak semua perempuan dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan-
ketentuan tentang larangan perkawinan antara perempuan dan pria yang harus 
diindahkan. 
c. Perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan 
tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan 
dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. 
d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah 
tangga yang tenteram, damai, dan kekal selama-lamanya. 
e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana 
tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.6 
Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan dijelaskan prinsip-prinsip 
atau asas perkawinan yang disebutkan dalam penjelasan umumnya yaitu: 
a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. 
Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-
                                                          
6Syaikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur’an 
dan As-Sunnah, Jilid III (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi’i), h. 6. 
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masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan saling membantu untuk 
mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 
b. Dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan di samping itu tiap-tiap 
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Pencatatan ini sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam 
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, dan dinyatakan dalam 
surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 
c. Menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, 
karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya maka 
seorang suami dapat beristri lebih dari seorang hal itu bila dikehendaki oleh 
pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi 
berbagai syarat tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. 
d. Bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat 
melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan 
secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik 
dan sehat, maka Undang-Undang menentukan batas umur untuk kawin bagi 
pria maupun bagi wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. 
e. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan 
sejahtera. Maka Undang-Undang menganut prinsip mempersukar terjadinya 
peceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan tertentu serta 
harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. 
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f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan suami, baik dalam kehidupan 
rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian 
segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama 
oleh suami istri.7 
Dari uraian prinsip dan asas dalam perkawinan baik menurut hukum Islam 
maupun menurut Undang-Undang Perkawinan dapat dikatakan sejalan dan tidak 
ada perbedaan yang prinsipil. 
3. Dasar Hukum Perkawinan 
Perkawinan merupakan sunnatullah yang diwajibkan kepada setiap umat 
Islam pria maupun wanita yang telah memiliki kemampuan dan syarat untuk itu. 
Karenanya apabila seorang dipandang mampu dan memiliki syarat-syarat yang 
ditentukan oleh agama maka mereka diharuskan untuk melakukan pernikahan 
(menikah) secara sah menurut agama. Hidup membujang termasuk pelanggaran 
atas naluri manusia.8 
Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah, dan anjuran ini 
diungkapkan dalam beberapa redaksi yang berbeda. Misalnya, Islam menyatakan 
bahwa menikah adalah petunjuk Para Nabi dan Rasul, sementara merekalah 
sosok-sosok teladan yang wajib kita ikuti.9 
 
 
                                                          
7Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 34. 
8Abdurrahman, Syariah The Islamic Law, Terj. H. Basrilba Asqhary, Perkawinan Dalam 
Syariat Islam (Jakarta: Renika Cipta, 1992), h. 11. 
9Syaikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur’an 
dan As-Sunnah, h. 2. 
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Allah SWT berfirman dalam QS ar-Rad/13:38. 
                          
                          
Terjemahnya: 
Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan 
Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada 
hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan 
dengan izin Allah, bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu). (QS rr-
Rad:38)10 
Selain itu, Islam juga menyebutkan bahwa pernikahan adalah sebuah 
anugerah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nahl/16:72. 
                          
                      
       
Terjemahnya:  
Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan 
menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan 
memberimu rezki dari yang baik-baik.Maka mengapakah mereka beriman 
kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. (QS an-Nahl:72)11 
Juga menyebut pernikahan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah SWT. 
Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah dalam QS ar-Rum/30:21. 
                                                          
10Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang, Toha 
Putra). h. 376. 
11Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 412. 
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                         
                        
Terjemahnya: 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir. (QS ar-Rum:21)12 
Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa 
dilakukan, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan 
kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan 
bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. 
 Tidak sedikit orang yang masih bimbang untuk menikah. Akibatnya ia 
urung menikah karena takut menanggung biaya pernikahan dan memikul 
tanggung jawab yang menjadi konsekuensi dari pernikahan tersebut. Maka dari itu 
Islam datang untuk mengubah pola pikir mereka. Allah menjadikan pernikahan 
sebagai jalan untuk memperoleh kekayaan, dan Allah akan memberikan kekuatan 
kepada orang yang menikah sehingga ia mampu mengatasi sebab-sebab 
kefakiran.13 
Allah SWT berfirman dalam QS an-Nur/24:32. 
                                                          
12Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 644. 
13Syaikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur’an 
dan As-Sunnah, h. 2.  
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                        
                        
Terjemahnya: 
Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS an-Nur:32)14 
 
Rasulullah saw bersabda: 
 مهس و هيهع الله ًهص لىس رنا نا هىع الله ًضؤ ةريره ًبأ هع
لاق :مهوىع الله ًهع قحتثلاث : بتاكمناو الله ميبس ًف دهاجمنا
فافعناديري يذنا حكاىناو ءادلاا ديري يذنا 
Artinya: 
Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: tiga golongan yang 
pasti akan Allah bantu yaitu: orang yang berjihad di jalan Allah, budak 
mukatab yang ingin melunasi dirinya, dan orang yang menikah untuk 
menjaga kesucian dirinya.15 
 
4. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, kedua 
kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan 
sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun 
dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah atau tidak 
                                                          
14Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 549. 
15Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Shahiih Sunanut Tirmidzi [no. 1352]), Ibnu Majah 
(Shahih Sunan Ibnu Majah [no. 2041]), dan An-Nasa’i (Shahiih Sunanun Nasa’i [no. 3017]). 
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lengkap. Keduanya mempunyai arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu 
adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur 
yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya 
dan tidak merupakan unsurnya, syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti 
syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun, dan adapula syarat itu 
berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. 
Dalam hal hukum perkawinan, dalam menetapkan mana yang rukun dan 
mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak 
bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena 
berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-
hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, 
calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan, saksi 
yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.  
Unsur pokok yang harus ada pada suatu perkawinan seperti tersebut di 
atas, maka rukun perkawinan secara lengkap adalah: 
a. Calon mempelai laki-laki 
b. Calon mempelai perempuan 
c. Wali dari mempelai perempuan 
d. Dua orang saksi 
e. Ijab yang dilakukan oleh wali calon pengantin perempuan, dan qabul yang 
dilakukan oleh suami atau calon pengantin laki-laki.16 
                                                          
16Departemen Agama RI, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia, Pasal 14, h. 18. 
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Adapun syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk 
integral dari suatu ibadah ataupun mu’amalah. 
Unsur pokok yang harus ada pada suatu perkawinan menurut Imam 
Hanafi, maka rukun perkawinan secara lengkap adalah: 
a. Calon mempelai laki-laki 
b. Calon mempelai perempuan 
c. Wali 
d. Dua orang saksi 
e. Shighat (ijab dan qobul) 17 
Unsur pokok yang harus ada pada suatu perkawinan Menurut Imam 
Maliki, maka rukun perkawinan secara lengkap adalah: 
a. Calon mempelai laki-laki 
b. Calon mempelai Perempuan 
c. Mahar 
d. Wali 
e. Dua orang saksi 
f. Shighat (ijab dan qobul) 18 
Adapun syarat adalah yang harus ada, karena syarat itu berkaitan dengan 
rukun, dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. 
Sehingga syarat-syarat perkawinan bagi: 
                                                          
17Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, h. 8.  
18Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, h. 8.  
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a. Calon mempelai laki-laki, yaitu: bukan mahram dari calon istri, balig, cukup 
umur, waras akalnya, adil, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), orangnya 
jelas, dan tidak sedang melaksanakan ihram. 
b. Calon mempelai perempuan, yaitu: tidak ada halangan syara’ yakni tidak 
bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, cukup umur, waras 
akalnya, merdeka atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang 
berihram. 
c. Wali dari calon mempelai perempuan, yaitu: laki-laki, Islam, balig, waras 
akalnya, adil, dan tidak sedang ihram haji. 
d. Dua orang saksi, yaitu: laki-laki, balig, Islam, adil, waras akalnya, dapat 
mendengar dan melihat, dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab 
kabul. 
e. Ijab yang dilakukan oleh wali perempuan, dan kabul yang diucapkan oleh 
calon suami, yaitu: akad harus dimuali dengan ijab dan dilanjutkan dengan 
kabul. Materi ijab kabul tidak boleh berbeda seperti nama perempuan secara 
lengkap dan bentuk maharnya disebutkan. Ijab kabul tidak boleh dengan 
menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi berlangsungnya perkawinan 
dan diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.19 
Undang-Undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun 
perkawinan, hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat 
tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. 
                                                          
19Syaikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur’an 
dan As-Sunnah, h. 36. 
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Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan 
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 yang keseluruhan rukun tersebut 
mengikuti fiqhi seperti uraian di atas dan tidak memasukkan mahar dalam rukun. 
5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 
Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat 
tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 
mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, 
untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti 
ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.20 
Sedangkan menurut Amir Syarifuddin ada beberapa tujuan yang 
disyariatkan perkawinan yaitu pertama untuk mendapat anak keturunan yang sah 
untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Kedua untuk mendapatkan 
keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan penuh rasa kasih sayang.21 
Dalam Undang-Undang perkawinan, rumusan tujuan perkawinan adalah 
bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dan 
dalam Kompilasi Hukum Islam rumusan tujuan perkawinan adalah untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 
Dari rumusan-rumusan tujuan perkawinan di atas penulis dapat merinci 
sebagai berikut: 
a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 
kemanusiaan. 
b. Memperoleh keturunan yang sah. 
                                                          
20Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, h. 12 
21Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), h. 
46. 
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c. Mewujudkan suatu keluarga yang bahagia penuh ketenangan dengan dasar 
cinta kasih. 
Imam Ghazali, membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta 
mengembangkan suku-suku bangsa manusia. 
b. Memenuhi tuntutan naluriah kehidupan manusia. 
c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. 
d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari 
masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. 
e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, 
dan memperbesar rasa tanggung jawab.22 
Dalam hal ini untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan satu demi 
satu dari kelima tujuan perkawinan tersebut di atas: 
a. Untuk memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia yang 
mengandung dua segi kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan umum, 
setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk 
memperoleh keturunan/anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri 
yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupan mereka 
terasa sepi, walaupun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, 
berkedudukan tinggi, namun jika tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan 
rumah tangga belum sempurna. Sedangkan aspek yang umum yang 
                                                          
22Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, h. 13. 
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berhubungan dengan keturunan/anak ialah karena anak-anak itulah yang 
menjadi penyambung keturunan seseorang dan akan selalu berkembang dan 
memakmurkan alam. 
b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat tabiat kemanusiaan. Tuhan 
menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda yaitu jenis 
kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan serta sudah menjadi kodrat 
bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut 
biologis daya tarik itu ialah kebirahian atau seksuil. Sifat kebirahian yang 
biasanya didapati pada diri manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah 
merupakan tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat 
kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Andaikata tidak ada saluran yang 
sah itu maka manusia banyak manusia yang melakukan perbuatan yang tidak 
baik dalam masyarakat. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat 
kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa 
saja maka keadaan manusia saat itu tak ubahnya seperti hewan dan dengan 
sendirinya masyarakat akan menjadi kacau. 
c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang 
menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan 
ialah pengaruh hawa nafsu dan seksuil. Dan tidak ada saluran yang sah untuk 
memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun 
perempuan akan mencari jalan yang tidak halal. Pengaruh hawa nafsu itu 
adalah sedemikian besarnya sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa 
untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia memang 
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diciptakan dalam keadaan lemah, kelemahan dalam mengendalikan hawa 
nafsu, apabila melihat atau berhadapan dengan lawan jenisnya, karena 
menyadari bahwa manusia itu bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu 
kebirahian maka untuk menghindari pemuasan dengan cara tidak sah yang 
pada akhirnya banyak mendatangkan kerusakan dan kejahatan, dan satu-
satunya jalan ialah melakukan perkawinan. 
d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari 
masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Ikatan 
perkawinan merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Mengapa hal 
itu bisa terjadi, kita semua mengetahui bahwa pada umumnya antara laki-laki 
dan wanita sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan 
apapun. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah 
rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Di 
atas dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan 
ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari 
rumah tangga tersebut lahirlah anak-anak kemudian bertambah luas menjadi 
rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar. 
e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rizki yang halal dan 
memperbesar rasa tanggung jawab sebelum melakukan perkawinan pada 
umumnya pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan, 
karena segala keperluan masih ditanggung oleh orang tua, setelah berumah 
tangga mulai menyadari akan tanggungjawab di dalam mengemudi rumah 
tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga mulai memikirkan bagaimana cara 
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mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, 
sebaliknya si istri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur 
kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini mengakibatkan bertambahnya aktifitas 
kedua belah pihak, si suami bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki sedang 
si istri lebih giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumah 
tangga yang damai dan bahagia. 
Adapun pandangan Zakiyah Darajat dkk.lima tujuan dalam perkawinan, 
yaitu: 
1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan 
kasih sayangnya. 
3. Memenuhi panggilan Agama,memelihara diri dari kejahatan dan 
kerusakan. 
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak 
serta kewajiban,juga bersungguh-sungguh dalam memperoleh 
hartakekayaan yang halal;serta 
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang 
tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. 
B. Perkawinan di bawah umur 
1. Syarat-Syarat perkawinan di bawah umur  
Perkara perkawinan di bawah umur sama seperti perkara-perkara lain, 
adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut: 
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a. Persyaratan Umum  
Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebua permohonan di 
pengadilan agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang 
telah di tafsir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah 
panjar biaya sesuai dengan radius.  
b. Persyaratan perkawinan di bawah umur 
1) Surat Permohonan. 
2) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimateraikan Rp 
6.000,- di Kantor Pos.  
3) Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang 
menerangkan penolakan karena masih dibawah umur.  
4) Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau 
foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimateraikan 
Rp 6.000,- di Kantor Pos.  
5) Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi 
yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo).63  
6) Permohonan perkawinan di bawah umur diajukan oleh kedua orang tua 
pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewakili tempat 
tinggalnya.(Permeneg No3/1975 pasal 13(2) ). 
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqih  
Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan 
tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para 
ilmuan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur’an secara konkrit 
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tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. 
Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka 
sebagaimana dalam surat QS an-Nisa/4: 6. Sebagai berikut: 
                          
                          
                         
                 
Terjemahnya: 
Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur  untuk 
menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya (QS an-
Nisa’/4:6) 23 
Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah 
timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin 
keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu 
mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan 
ahli undangundang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban 
atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah 
cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang 
sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau 
persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau 
memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. 24 
                                                          
23Departemen Agama RI,  Al Qur`an dan Terjemahannya, h. 61. 
24
 M. Abdul Mujieb, et.al., Kamus Istilah Fiqihh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37. 
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Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-
baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh 
sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-
laki. 25 Maliki, Syafi’i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak 
merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk 
anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-
bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada 
bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas 
maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya 
dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas 
tahun dan minimalnya sembilan tahun. 26  
Didalam syariat Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama 
keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil balig, oleh 
karena itu seorang pria yang belum balig belum bisa melaksanakan qobul secara 
sah dalam suatu akad nikah. 27 
Ukasyah Athibi dalam bukunya Wanita Mengapa Merosot  Akhlaknya, 
menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia 
telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:  
a. Kematangan Jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan 
keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan 
pasangan suami istri atau keturunannya. 
                                                          
25Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (Basrie Press, tkp., t.t.), h. 22. 
26Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (Basrie Press, tkp., t.t.), h. 23. 
27Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Keluarga (Jakarta: Gema insani, 1999), h. 26. 
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b. Kematangan Finansial atau Keuangan. Maksudnya dia mampu membayar 
mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan 
pakaian.  
c. Kematangan Perasaan. Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap 
dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang 
terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang 
didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama 
cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran 
yang tenang. 28 
Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam 
tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari 
pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam Safinatun Najah, tanda-
tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:  
1) Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan. 
2) Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.  
3) Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun. 29 
Sedangkan dalam Fathul Mu’in usia baligh yaitu setelah sampai batas 
tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah 
mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini 
adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang 
                                                          
28Ukasyah Athibi, Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya (Jakarta: Gema Insani, 1998),h. 
352. 
29Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah, terj. Abdul Kadir Aljufri (Surabaya: 
MutiaraIlmu, 1994), h. 3-4. 
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lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh 
melebat. 30 
 Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri puberitas yang hanya 
berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau 
kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka puberitas hanya 
berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat 
menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk 
menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah 
dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan 
salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa 
rahmah. Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan 
melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala 
bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat 
diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman 
dahulu. Dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya 
pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib 
bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya 
secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh). 
3. Usia Perkawinan Menurut UU Perkawinan 
Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus 
memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang 
                                                          
30Aliy As’ad, Fathul Mu’in Jilid 2, terj. Moh. Tolchah Mansor (Kudus: Menara, t.t.), h. 
232-233. 
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perkawinan sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat pada 
pokoknya adalah sebagai berikut; 
a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai. 
b. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan 
umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun. 
c.  Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum 
berumur 21 tahun. 
d.  Tidak melanggar larangan perkawinan. 
e. Berlaku asas monogami. 
f. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi. 31 
Dari keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan 
disini adalah nomor dua yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: 
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas ) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) 
tahun.32 
Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum 
Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga 
dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU 
Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk 
dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan 
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan 
                                                          
31Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah (Jakarta: Djambatan, 1998), 
h. 15. 
32Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum 
(Jakarta: Departemen Agama RI , 2001), h. 119. 
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yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon 
suami isteri yang masih di bawah umur. 33 
Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah 
kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat 
kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, 
mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur 
yang lebih tinggi. Memang pada waktu UU Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan 
program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu 
orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga 
dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur yang 
sangat muda. 34 
Masalah penentuan umur dalam UU perkawinan maupun dalam kompilasi, 
memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang 
lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar’inya mempunyai landasan 
yang kuat, seperti QS an-Nisa/4: 9. Sebagai berikut: 
                     
          
 
Terjemahnya: 
Dan hendaklah takut (kepada Allah SWT) orang-orang yang sekiranya 
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang 
mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, 
                                                          
33Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional,( Jakarta: Rineka Cipta, , cet. III, 2005), h.7 
34Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta: Djambatan, 
1998), h. 17 
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hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT, dan hendaklah mereka 
berbicara dengan tutur kata yang benar(an-Nisa’ ayat 9) 35 
 
Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung 
menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan usia muda, 
di bawah ketentuan yang diatur UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi 
berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin, lebih banyak 
menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu 
terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. 
Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum 
masak jiwa dan raganya. 
Kematangan dalam integritas pribadi yang stabil akan sangat 
berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam 
menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Berhubung dengan hal itu, maka 
undang - undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun 
wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi 
wanita. Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang - 
undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui 
pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: 
 “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 
dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. 36 
 
                                                          
35Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha 
Putra), h. 61. 
36Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, h. 119. 
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Sayangnya undang - undang tidak memberi apa yang menjadi alasan untuk 
dispensasi itu. Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan tidak konsisten, disatu 
sisi pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan 
seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat 
izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya 
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan 
pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya jika kurang 
dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun dan 
16 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum 
Islam. 
4. Akibat Hukum Pelanggaran Perkawinan Dibawah Umur 
Dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, jika pihak calon 
mempelai wanita di bawah umur 16 tahun dan calon mempelai laki-laki dibawa 
umur 19 tahun, maka yang bersangkutan di kategorikan masih di bawah umur dan 
tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termaksud dalam melakukan 
perkawinan. Ketentuan yang ada Undang-undang perkawinan mengenai syarat 
tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang Perlindungan Anak No. 
23 tahun 2002. 
Dalam undang-undang Perlindungan Anak, perumusan seseorang masih di 
kategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga 
ketentuan dewasa menurut Undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-undang 
perlindungan anak pun mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung 
jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 
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Perinsip yang dianut undang-undang perkawinan maupun undang-undang 
perlindungan anak, walaupun kedua undang-undang tersebut menentukan umur 
yang berbeda untuk menentukan dewasa, tidak menginginkan terjadinya 
perkawinan dibawah umur. Hanya saja undang-undang tidak mencantungkan 
sangsi yang tegas dalam hal ada pelanggaran, karena perkawinan adalah masalah 
perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan 
tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. 
Negara secara jelas telah menyatakan perlindungannya terhadap anak. 
Dalam Pasal 20 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di sebutkan 
“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan 
menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, Agama, Ras, Golongan, 
Jenis kelamin, Etnik, Budaya dan bahasa, Status hukum anak, Urutan Kelahiran 
anak, dan kondisi fisik/mental”. 37 
Berdasarkan undang-undang di atas, maka perkawinan di bawah umur 
masuk dalam kategori eksploitasi anak. Seorang anak yang masih berada dalam 
asuhan orang tuanya seharusnya mendapatkan kesempatan untuk belajar dan 
kehidupan yang layak. Sedangkan perkawinan di bawah umur jelas akan 
merampas semua hak anak diatas. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan 
kesempatan belajar yang layak justru harus dipaksa menjalani sebuah perkawinan 
yang masih belum saatnya dia pikul. Usia anak-anak adalah usia mendapatkan 
pendidikan seluas-luasnya, bukan membawa beban kehidupan. 
                                                          
37UU RI No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Indonesia Legal Center 
Publishing, 2004), h. 53. 
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Sedangkan kalau dikaji dari hukum Pidana walaupun dalam KUHP dimuat 
ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) yang memberi ancaman hukuman 4 tahun, 
tetapi haruslah ada pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi 
unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan 
dampak psikologis bagi wanita sehingga untuk memebawa persoalan tersebut 
menjadi peristiwa pidana tidaklah muda. 
Tampaklah bahwa dari aspek hukum perkawinan dibawah umur, 
merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan 
batas umur untuk kawin. 
Namun demikian perkawinan dibawah umur dapat di cegah dan di 
batalkan. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan 
bila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk 
melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-
undangan.  
Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis 
keturunan  lurus keatas dan lurus kebawah, sodara, wali nikah, wali pengampu 
dari salah seorang calon mempelai, suami atau istri yang masih terikat dalam 
perkawianan dengan salah seorang calon istri atau calon suami, serta pejabat yang 
ditunjuk untuk mengawasi perkawian (vide Pasal 63,62 dan 64 KHI). 
Pasal 20 dan 21  UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan cukup tegas 
dalam masalah ini. Di sebutkan bahwa pegawai pencatat nikah tidak di 
perbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila iya 
40 
 
mengetahuiantara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum 
pernikahan. 
Namun perkawinan yang tak di catatkan juga buka tampa resiko, yang 
mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang di lahirkan. 
Karena apabiala ia tidak memiliki dokumen pernikahannya, sepeti surat nikah, 
maka ia akan kesulitan mengklaim hak-haknya selaku istri terkait dengan masalah 
perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain-lain. 
Peraktek nikah di bawah umur juga megisyaratkan bahwa hukum 
perkawinan Indonesia nyaris seperti hukum yang tak bergigi karna begitu banyak 
terjadi pelanggaran terhadapnya tampa dapat ditegakkan secara hukum. 
Untuk merespon dampak negatif dari perkawian di bawah umur ini, 
Departemen Agama telah merancang undang-undang Peradilan Agama di bidang 
perkawinan. Salah satu pasal yang di atur dalam perkawinan di bawah umur. 
Dalam undang-undang tersebut, usia perkawinan bagi laki-laki adalah minimal 19 
tahun dan bagi wanita minimal 16 tahun. Dengan kata lain, sebuah perkawinan di 
kategurikan tidak melanggar hak asasi anak jika usia pengatin berada pada 
batasnya tersebut. Sedangakan perkawinan berada di bawa umur minimum 
dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur. Adapun sangsi yang di 
jatuhkan ada 2 jenis yaitu sangsi untuk pelaku sebesar 6 juta rupiah, dan sangsi 
untuk penghulu yang mengawinkannya sebesar 12 juta rupiah dan kurungan 3 
bulan. 
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C. Kerangka Konseptual 
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM 
ISLAM DI KABUPATEN FLORES TIMUR (STUDI KASUS DI 
PENGADILAN AGAMA FLORES TIMUR) 
 
Undang-Undang 
Perkawinan 
Perkawinan di 
Bawah Umur Hukum Islam 
Pengadilan Agama 
Ting. I Flotim 
Hasil Penelitian 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian 
pendekatan Yuridis-Empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, adalah 
suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas 
serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis 
permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka 
pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran, Sehingga yang 
dimaksud dengan Yuridis-Empiris, adalah suatu penelitian yang tidak hanya 
menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan 
pada kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh Pengadilan. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Flores Timur. Khususnya pada 
wilayah kerja Pengadilan Agama Kabupaten Flores Timur dalam kaitannya 
dengan perkawinan di bawah umur pada masyarakat islam di Kabupaten Flores 
Timur. 
Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan pada 
Pengadilan Agama Kabupaten Flores Timur terdapat beberapa perkara 
perkawinan di bawah umur, walaupun setiap tahunnya jarang yang meminta 
permohonan perkawinan di bawah umur  tetapi menarik untuk kita ketahui. 
43 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dalam disiplin 
ilmu hukum meneliti data-data primer. Data-data primer diperoleh melalui 
beberapa cara yaitu wawancara, observasi, dan penelitian-penelitian eksperimen. 
Dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pada taraf 
implementasinya dalam praktik di lapangan dilakukan dengan menggunakan 
teknik observasi (pengalaman), pengamatan, dan wawancara, dan data-data yang 
diperoleh tersebut kemudian diperbandingkan, sehingga kesimpulan yang ditarik 
benar-benar merefleksikan tujuan dan manfaat penelitian ini. 
C. Sumber Data 
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut: 
1. Data primer, berupa data-data didapatkan dalam penelitian di lapangan, 
yaitu data yang diperoleh dan bersumber secara langsung dari responden 
melalui wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian ini. 
2. Data sekunder, yaitu data yang dipergunakan untuk melengkapi data 
primer yang sekaligus sebagai data pendukung karena mempunyai daya 
mengikat. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup semua data yang 
diperoleh dan bersumber dari keseluruhan bahan-bahan kepustakaan 
termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, literatur-literatur 
ilmiah, dan artikel-artikel, maupun makalah-makalah hukum yang dimuat 
dalam berbagai media cetak untuk dipergunakan sebagai acuan teori dalam 
pembahasan lebih lanjut.  
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D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai 
bahan analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka data 
yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten 
Flores Timur. Dalam penelitian ini, penulis menggunkan metode interview 
(wawancara). Wawancara adalah tanya jawab dengan orang yang diperlukan 
untuk dimintai keterangan mengenai suatu hal.1 Wawancara digunakan untuk 
mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu 
memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan judul yang 
diteliti. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrument dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian 
kualitatif, karena data yang diperoleh adalah data deskriptif yang sulit diukur 
dengan angka-angka, yaitu apa yang telah dinyatakan secara lisan atau tertulis 
juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh yang 
terutama bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala-gejala yang diteliti. 
F. Teknik Analisis Data 
Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan, dipergunakan 
beberapa metode: 
                                                          
 
1G Setia Nugraha, Kamus Bahasa Indonesia (Surabaya: Sulita Jaya, 2013), hlm. 634. 
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1. Deskriptif pada umumnya dipergunakan dalam menguraikan, mengutip, 
atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum. 
2. Komparatif pada umumnya dipergunakan dalam membandingkan 
perbedaan-perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin 
dapat menimbulkan kerancuan. 
3. Deduktif dan induktif. Deduktif tolak ukurnya adalah peraturan perundang-
undangan dan syariat Islam, sedangkan induktif adalah dalam menyusun 
logika untuk mengambil kesimpulan.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A.  Gambaran Umum Kabupaten Flores Timur 
Letak Wilayah Sesuai Pasal  4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 3 Lampiran II  Keputusan Menteri 
Agama Nomor 76 Tahun 1983 tentang Penetapan dan Perubahan Wilayah Hukum 
Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi dan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar’iyah, maka wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka 
meliputi wilayah Kabupaten Flores Timur dengan Ibu kotanya Larantuka. 
Sesuai data dalam buku yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Kabupaten 
Flores Timur, maka wilayah ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 
1. Letak dan batas-batasnya : 
a. Utara : 80 04’ LS : Laut Flores 
b.Timur      : 1250 57’   BT    : Selat Warica 
c. Selatan : 80 40’                : Kab. Lembata 
d. Barat : 1230 38’        : Kab. Sikka 
Sebagian besar topografi wilayah Kabupaten Flores Timur merupakan 
daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 100 meter diatas permukaan 
air laut. 
Berikut gambaran Wilayah Kabupaten Floles Timur Sebagai Berikut: 
a. Kabupaten Flores Timur dengan luas 84,96 KM sampai pada tahun 2015 
terdiri dari 18 Kecamatan dan 226 Desa serta 17 Kelurahan dengan jumlah 
penduduk menurut data badan puset setatistik tanggal 16 November 2010 
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tentang data jumlah penduduk masing-masing Desa dan Kelurahan Tahun 
2010 sebesar 232.935 jiwa, yang beragama Islam 47.572. jiwa (20,42 %) 
dengan perincian sebagai berikut : Kecamatan Larantuka, luas wilayah 75,91 
km2 terdiri dari 2 desa dan  13 kelurahan dengan jumlah penduduk 33.882 
jiwa yang beragama Islam 5.592 jiwa (16,48 %). 
b. Kecamatan Ile Mandiri, luas wilayah 74,24 km2 terdiri dari 8 desa / kelurahan 
dengan jumlah penduduk 9.256 jiwa yang beragama Islam 213 jiwa (4,32 %). 
c. Kecamatan Wulang Gitang, luas wilayah 225,96 km2, terdiri dari 10 desa 
dengan jumlah penduduk 13.057 jiwa, yang beragama islam 108  jiwa ( 0,83 
% ). 
d. Kecamatan Titehena, luas wilayah 211,70 km2 terdiri dari  12 desa / 
kelurahan, dengan jumlah penduduk 11.864 jiwa, yang beragama Islam 380 
jiwa (3,20 %).  
e. Kecamatan Ile Bura, luas wilayah 48,53 km2 terdiri dari  5 desa / kelurahan, 
dengan jumlah penduduk 6.230 jiwa, yang beragama Islam 11   jiwa (0,18 %). 
f. Kecamatan Tanjung Bunga, luas wilayah 234,55 km2, terdiri dari 14 desa   
dengan jumlah penduduk 11.584 jiwa, yang beragama Islam 610 jiwa (5,27 
%). 
g. Kecamatan Lewolema luas wilayah 108,61 km2, terdiri dari 7 desa   dengan 
jumla 
h. Penduduk 8.275 jiwa, yang beragama Islam 39 jiwa (0,47 %). 
i. Kecamatan Demon Pagong luas wilayah 57,37 km2, terdiri dari 7 desa   
dengan jumlah 
48 
 
 
 
penduduk 4.367 jiwa, yang beragama Islam 21 jiwa (0,48 %). 
j. Kecamatan Solor Timur, luas wilayah 75,66 km2, terdiri dari 19 desa dengan 
k. jumlah  penduduk 14.514 jiwa, yang  beragama  Islam  sebanyak 9.276 jiwa 
(63,56 %). 
l. Kecamatan Solor Barat, luas wilayah 150,68 km2, terdiri dari 18 desa dengan 
jumlah penduduk 12.962 jiwa, yang beragama Islam sebayak 38 jiwa (0,29 
%). 
m. Kecamatan Adonara Barat, luas wilayah 55,97 km2 terdiri dari 16 desa dengan  
jumlah penduduk 11.545 jiwa, yang beragama Islam 1.367 jiwa (11,84 % ) 
n. Kecamatan Wotan Ulumado, luas wilayah 75,81 km2, terdiri dari 12 desa 
dengan jumlah penduduk 8.056 jiwa, yang beragama Islam 939 jiwa (11,66 
%) 
o. Kecamatan Adonara Tengah, luas wilayah 57,99 km2, terdiri dari 12  desa 
dengan jumlah penduduk 11.477 jiwa, yang beragama Islam 2.523 jiwa     
(21,98 %) 
p. Kecamatan Adonara Timur, luas wilayah 108,94 km2, terdiri dari 18 desa 1 
Kelurahan dengan  jumlah  penduduk  26.699 jiwa, yang beragama Islam 
13.988 jiwa (52,39 %). 
q. Kecamatan Kelubagolit, luas wilayah 45,12 km2 terdiri dari 11 desa dengan 
jumlah penduduk 10.276  jiwa, yang beragama Islam 2.504  (24,37 %) 
r. Kecamatan Ile Boleng, luas wilayah 51,39 terdiri dari 20 desa dengan jumlah 
penduduk 14.480 jiwa, yang beragama Islam 1.299 jiwa (8,97%)  
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s. Kecamatan Witihama, luas wilayah 77,97 km2, terdiri dari 13 desa dengan 
jumlah penduduk 14.538 jiwa, yang beragama Islam 3.455 jiwa (23,77 %). 
t. Kecamatan Adonara, luas wilayah 46,45 km2, terdiri dari 8 desa dengan  
jumlah  penduduk  9.873  jiwa, yang beragama Islam 5.209 jiwa (52,38 %). 
Sumber penghasilan utama penduduk adalah sektor pertanian dan 
Nelayan. Demikian pula dengan keluarga yang angootanya menjadi buruh.  
2. Pendidikan dan Kesehatan 
Pendidikan dan Kesehatan masih menjadi perhatian pemerintah dalam 
nenunjang perkembangan SDM. Aspek inilah yang kemudian paling terpenting 
bahkan sebagian besar masyarakat masih banyak belum memiliki kesadaran 
penuh tentang masalah pendidikan dan kesehatan. 
Salah satu factor penghambat laju perkembangan pendidikan dan 
kesehatan yakni masalah Ekonomi.,oleh karena itu, sampai sekarangpun 
pemerintah Flores Timur masih melakukan berbagai upaya dalam merubah pola 
kehidupan masyarakat Flores Timur dengan menerapkan system pendidikan dan 
pelayanan kesehatan secara gratis pula. 
3. Sosial Budaya 
Agama mayoritas yang dianut oleh penduduk di Flores Timur yaitu 
Agama Non Muslim dan sebagian kecil diantaranya yang beragamaMuslim yang 
masing-masing agama telah memiliki tempat ibadah (Mesjid dan Gereja). 
Meskipun di tengah-tengah keberagaman suku atau etnis yang ada di Flors Timur 
Namun masyarakat selalu menjunjung tinggi nilai toleransi antar Umat 
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Beragama.,serta mampu menjaga hubungan social masyarakat sampai 
sekarangpun masih begitu erat. 
4. Agama 
Masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.,yang dimana 
ketika dalam kehidupan masyarakat Flores Timur .masing-masing agama 
melaksanakan kegiatan spirituan berdasarkan keyakinan yang mereka miliki yang 
penuh dengan keharmonisan.,oleh karena itu sampai hari inipun konflik belum 
begitu ada terjadi di kalangan masyarakat Flores Timur.  
B. Prosedur  Pengajuan Perkawinan Di bawah Umur  
Perkawinan di bawah umur diperlukan bagi calon pengantin pria yang 
belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16  tahun. 
Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang: 1  
Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun 
dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (UU No.1/1974 pasal 7(1)) 
Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi 
kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak 
pria maupun pihak wanita(UU No.1/1974 pasal 7(2)) 
Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam permeneg 
No.3 tahun 1975 ditentukan;  
Dispensasi Pengadilan Agama larantuka, adalah penetapan yang berupa 
dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau 
calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yanag dikeluarkan oleh 
                                                 
1Ahmad Azhar Basyir, Fauzan Rahman, h. 16. 
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Pengadilan Agama larantuka.(permeneg No.3/1975 pasal 1(2) sub g) Apabila 
seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum 
mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat 
dispensasi dari Pengadilan Agama larantuka; (permeneg No.3/1975 pasal 13(1) 
Permohonan perkawinan di bawah umur bagi mereka tersebut pada ayat 
(1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria mupun wanita kepada pengadilan agama 
larantuka yang mewilayahi tempat tinggalnya; (permeneg No.3/1975 pasal 13 (2). 
Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, 
bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi 
tersebut, maka Pengadilan Agama larantuka memberikan dispensasi nikah dengan 
suatu penetapan; (permeneg No.3/1975 pasal 13 (3). Dalam hal permohonan 
dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi 
bukan calon pengantin itu seperti pada permononan izin kawin bagi yang belum 
berumur. 2 
Mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama 
larantuka sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapun 
mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama larantuka 
adalah sebagai berikut: 
1. Prameja  
Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja 
terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, 
                                                 
2Anwar Sitompul, Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama 
(Bandung: Armico, t.t.t.,), h 65. 
. 
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cara membuat surat permohonan, dan diprameja pemohon dapat minta tolong 
untuk dibuatkan surat permohonan. 
2. Meja I 
Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada 
sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang 
akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskanya pada surat kuasa 
untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus 
telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 
193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:  
a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai. 
b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah. 
c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain. 
d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan 
yang berkenaan dengan perkara itu.  
Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-
cuma). Ketidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat 
keterangan dari Lurah atau Kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. 
Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis 
dalam SKUM. 
3. Kasir  
Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat 
permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:  
a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.  
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b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.  
c. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.  
4. Meja II 
Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat 
permohonan dan SKUM yang telah dibayar.  
Kemudian Meja II: 
a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan 
oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan 
paraf.  
b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu 
helai SKUM kepada pemohon. 3 
Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan 
Agama larantuka, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, 
bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian 
menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta 
memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, 
tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula 
bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam 
persidangan.  
Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum 
persidangan. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum 
oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. 
                                                 
3Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2007), h. 61 
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Kemudian ketua majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon 
anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila 
pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya.  
Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian ketua majelis 
membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan 
pengadilan agama. Selanjutnya ketua majelis memulai pemeriksaan dengan 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon 
anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan 
pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat:  
a. Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh 
kepala desa atau kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. 
b. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang 
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis 
menyatakan sidang disekors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan 
calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah 
musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke 
ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai 
berikut mengadili.  
1) Mengabulkan permohonan pemohon.  
2) Menetapkan memberi perkawinan dibawah umur kepada pemohon untuk 
menikahkan anaknya bernama xx dengan xxx. 
3) Membebankan biaya perkara sebesar Rp. … (…) kepada pemohon.  
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C. Putusan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Larantuka 
1. Duduk Perkara 
Perkara dispensasi nikah yang bernomor 01/Pdt.P/2003/PA.Lrt merupakan 
perkara yang diajukan oleh para pihak dalam hal ini pemohon pertanggal 27 Mei 
2003. Pemohon dalam perkara ini terdiri dari  
a. LATIF  BIN  LATU, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, 
tempat tinggal di Lamakera Desa Motonwutun, Kecamatan Solor Timur, 
Kab. Flores Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; 
b. KAMSUDIN BIN LATIF,  umur 17 tahun,agama Islam, pekerjaan 
nelayan, tempat tinggal Lamakera Desa Motonwutun, Kecamatan Solor 
Timur, Kab. Flores Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon II 
c. YUSUF MUKIN BIN MUKIN, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan 
nelayan, tempat tinggal di Lamakera Desa Motonwutun, Kecamatan Solor 
Timur, Kab. Flores Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon III. 
d. SITI MUKIN BINTI YUSUF, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan 
nelayan,tempat tinggal di Lamakera Desa Motonwutun, Kecamatan Solor 
Timur, Kab. Flores Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV. 
Para pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan 
Agama Tingkat Pertama Larantuka dengan penjelasan sebagai berikut: 
1) Bahwa pemohon I adalah ayah kandung pemohon II; ................................. 
2) Bahwa pemohon II adalah ayah kandung pemohon IV; ............................... 
3) Bahwa pemohon I dan pemohon III bermaksud menihkahkan pemohon II 
dengan pemohon IV; ............................................................................ 
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4) Bahwa antara pemohon II dengan pemohon IV saling mencintai dan tidak 
ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan; ................... 
5) Bahwa pemohon I dan pemohon III menyetujui dilangsungkannya 
pernikahan antara pemohon II dengan pemohon IV; ................................... 
6) Bahwa pemohon I dan pemohon III telah menghadap KUA kecamatan 
Solor Timur untuk mendaftarkan pernikahan pemohon II dengan pemohon 
IV akan tetapi ditoloak dengan alas an pemohon II dengan pemohon IV 
masih dibawah umur dan disyaratkan harus ada dispensasi kawin dari 
Pengadilan Agama; ....................................................................................... 
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, para pemohon mohon 
kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka cq. Majelis Hakim yang ditunjuk 
menyidangkan perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut : ............. 
Primer : ...................................................................................................................... 
1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon; .................................. 
2. Memberikan dispensasi kawin bagi pemohon II dan pemohon IV untuk 
melangsungkan pernikahan; ................................................................................. 
3. Membebankan biaya sesuai peraturan yang berlaku; ........................................... 
Subside: ..................................................................................................................... 
Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya; ................................................... 
Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini pemohon I, II, III 
dan IV masing-masing telah hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim 
memberikan nasihat dan saran supaya pemohon I, II, III dan IV membatalkan 
maksudnya mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan menunggu 
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Pemohon II dan Pemohon IV dewasa, namun demikian para Pemohon 
menyatakan tetap meneruskan permohonannya. Kemudian pemeriksaan perkara 
ini dimulai dengan membacakan permohonan pemohon I, II, III dan IV yang 
isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri dan ditambahkan penjelasan-penjelasan  
secukupnya; ............................................................................................................... 
Menimbangkan, bahwa untuk memperteguh permohonannya Pemohon I, 
II, III dan IV telah mengajukan alat bukti berupa : .................................................. 
1. Tertulis/ surat terdiri dari : ................................................................................... 
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Bupati Flores 
Timur dengan nomor: E.107/MOTON WUTUN/85  tanggal 1 april 1985 
atas nama Latif Atu yang telah dinazagelen dan dilegalisir oleh panitera 
Pengadilan Agama Larantuka yang selanjutnya diberi kode P.I; ................. 
2. Foto copy Surat Keterangan Tanda Penduduk sementara yang dikeluarkan 
oleh Kepala Desa Moton Wutun Kecamatan Solor Timur dengan nomor: 
pem.42.2/11/MW/2003 tanggal 4 Juni 2003 atas nama Kamsudin Latif 
yang telah dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama 
Larantuka yang selanjutnya diberi kode P.2; ................................................ 
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Bupati Flores 
Timur dengan nomor: pem.42.1/44/0805006/87 tanggal 1 oktober 1987 
atas nama Yusuf Mukin yang telah dinazagelen dan dilegalisir oleh 
Panitera Pengadilan Agama Larantuka selanjutnya diberi kode P.3 ; .......... 
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4. Foto copy Surat Keterangan Tanda Penduduk sementara yang dikeluarkan 
oleh Kepala Desa Watobuku Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores 
timur dengan  
nomor: pem 42.1///38/Wtb/2003 tanggal 28 Mei 2003 atas nama Siti 
Mukin yang telah dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan 
agama Larantuka selanjutnya diberi kode P.4; ............................................. 
Bahwa keempat alat bukti tulis (P.I, P.2, P.3, dan P.4) tersebut setelah dicocokkan 
dengan aslinya oleh Majelis hakim ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, 
maka bukti P.2 dan P.4 dinyatakan sah sebagai alat bukti tulis sedang P.I dan P.3 
dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti tulis dikarenakan sudah tidak berlaku; ....... 
II. Kesaksian saksi-saksi, terdiri dari: .................................................................. 
1. AKBAR BIN H.USMAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan 
nelayan, bertempat tinggal di Lamakera I Desa Motonwutun Kecamatan 
Solor Timur Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut saksi I, dibawah 
sumpah memberikan kesaksiaan yang pada pokoknya sebagai berikut: ...... 
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, II, III, dan IV dikarenakan saksi 
bertetangga dengan Pemohon I dan II dan tidak ada hubungan keluarga 
dengan Pemohon I,II,III dan IV ; ............................................................ 
- Bahwa saksi mengatahui bahwa Pemohon I dan II sebagai warga 
Lamakera I Desa Motonwutun Kecamatan Solor Timur Kabupaten 
Flores timur sedang Pemohon III dan IV adalah penduduk Lamakera II 
Desa Watobuku Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur; ....... 
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- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II sering berkinjung ke rumah 
Pemohon IV ; ............................................................................................ 
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon I dan Pemohon IV tidak ada 
hubungan keluarga karena sedarah, semenda maupun sesusuan; ............ 
Bahwa atas kesaksian Saksi I tersebut Pemohon I, II,III dan IV 
membenarkan apa yang dikemukakan oleh Saksi I; ..................................... 
2. H.HASAN BIN KADER, umur 63 tahun,agama Islam, pekerjaan 
pensiunanan Pegawai Negeri Sipil,H.HASAN BIN KADER, umur 63 
tahun,agama Islam, pekerjaan pensiunanan Pegawai Negeri Sipil, 
bertempat tinggal di Lamakera I Desa Motonwutun Kecamatan Solor 
Timur Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Saksi II, dibawah 
sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikutnya: .. 
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, II, III dan IV dikarenakan saksi 
bertetangga dengan Pemohon I dan II dan tidak ada hubungan keluarga 
baik dengan Pemohon I, II, III dan IV; .................................................. 
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan II sebagai warga 
Lamakera I Desa Motonwutun Kecamatan Solor Timur Kabupaten 
Flores Timur sedang Pemohon III dan IV adalah penduduk Lamakera 
II Desa Watobuku  Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur;.. 
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon II dan Pemohon IV tidak ada 
hubungan keluarga karena sedarah,semenda maupun sesusuan; ............ 
Bahwa atas kesaksian Saksi II tersebut Pemohon I, II, III dan IV 
membenarkan apa yang dikemukakan oleh Saksi II; .................................... 
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Menimbang, bahwa Pemohon I, II, III dan IV tidak mengajukan alat-alat 
bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan; ............................................... 
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan maka ditunjuk 
berita acara persidangan perkara ini; ............................................................. 
.....................................TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM....................... 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I, II, III dan IV 
mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ; ......................... 
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan agama 
Larantuka sebagaimana disebut pasal 49 ayat (I) undang-undang Nomor 7 tahun 
1989 tentang peradilan Agama; ................................................................................ 
Menimbang, bahwa Pemohon I, II, III dan IV telah menghadap sendiri di 
persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana telah 
diuraikan di atas; ....................................................................................................... 
Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon I, II, III 
dan IV, para Pemohon tersebut telah mengajukan kesaksian saksi-saksi mana telah 
terurai sebagaimana tersebut di atas; ........................................................................ 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P.2 bahwa benar 
pemohon II masih dibawah umur (belum memenuhi syarat umru minimal untuk 
melangsungkan perkawinan);.................................................................................... 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, II, III dan IV 
serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut : ... 
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- Bahwa Pemohon I dan II adalah penduduk desa Motonwutun Kecamatan Solor 
Timur Kabupaten Flores Timur sedang Pemohon III dan IV adalah penduduk 
Desa Watobuku Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur: ................... 
- Bahwa Pemohon II dan III  telah menjalin hubungan saling mencintai dan rela 
untuk menikah serta sanggup menghadapi berbagai resiko dari akibat 
perkawinan; .......................................................................................................... 
- Bahwa Pemohon III selaku wali Pemohon IV menyatakan rela/ menyetujui 
Pemohon IV dikawinkan dengan Pemohon II begitu pula Pemohon I juga 
rela/menyetujui Pemohon II kawin dengan Pemohon IV; ................................... 
- Bahwa antara Pemohon II dan Pemohon IV tidak ada hubungan keluarga baik 
karena sedarah, semenda maupun sesusuan; ........................................................ 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis 
Hakim berkeyakinan bahwa meskipun Pemohon II masih di bawah umur untuk 
melangsungkan perkawinan, namun berdasarkan penglihatan Majelis Hakim dan 
fakta-fakta dipersidangkan, Pemohon II menunjukan tekadnya bersedia untuk 
menanggung segala resiko akibat dari perkawinan, maka dapat dinyatakan 
Pemohon II secara fisik dan  jiwanya menunjukan kedewasaannya lagi pula untuk 
menghindari hal-hal yang tidak di ridhoi Allah Swt, maka antara Pemohon II dan 
IV harus segera dinikahkan dengan qaidah ushul fiqh yang artinya : 
menghindarkan  kerusakan-kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan 
kebaikan; ................................................................................................................... 
62 
 
 
 
sedang antara keduanya tidak ada sesuatu yang menghalangi pernikahan 
sebagaimana tersebut pada pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan  
pasal 70 Kompilasi Hukum Islam; ............................................................................ 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanagn tersebut di 
atas, maka permohonan Pemohon I, II, III dan IV patut dikabulkan;....................... 
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-
undang Nomor 7 tahun tahun 1989 biaya perkara ini patut dibebankan kepada 
Pemohon I, II, III dan IV; ........................................................................................ 
Memperhatikan segala peraturan hokum syara’ dan peraturan perundang-
undang yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; ........................................ 
 
........................................................MENETAPKAN............................................... 
1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon I, II, III dan IV; ................. 
2. Memberikan dispensasi kawin bagi Pemohon II ( KAMSUDI BIN LATIF ) 
untuk melangsungkan pernikahan setelah penetapan ini berkekuatan hukum 
tetap; ..................................................................................................................... 
3. Membebankan kepada Pemohon I, II, III dan Iv untuk membayar biaya perkara 
yang sampai penetapan ini diucapkan berjumlah Rp. 294.500,- ( Dua ratus 
Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah ); ................................................... 
Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Larantuka pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2003 Masehi yang 
bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1424 Hijriyyah, oleh kami Drs. 
MOCHAMMAD CHAMIM, M.H. sebagai Hakim ketua, Drs. SUPADI, M.H dan 
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Drs. IMAM ROSIDIN  masing-masing sebagai Hakim anggota; penetapan mana 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua 
Majelis tersebut dengan dihadiri Drs. SUPADI, M.H. dan Drs. IMAM ROSIDIN 
masing-masing sebagai hakim anggota dan Drs. MUH. MUKRIM sebagai 
panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohin I, II, III dan IV; ............................. 
D. Pandangan Hukum Islam tentang Perkawinan Di bawah Umur 
Lima prinsip dalam hukum Islam yaitu perlindungan terhadap agama, 
jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu 
diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan. Sehingga Islam memberikan 
jalan yang legal dan sah terhadap pemeliharaan keturunan, melalui pernikahan. 
Karena dengan pernikahan akan menjaga terhadap kejelasan keturunan atau 
generasi. Firman Allah dalam QS an-Nuur/24: 32. sebagai berikut : 
 ُ َّاللَّ ُمِِىنُْغي َءاََرُقف اًُنًَُكي ِْنإ ۚ ْمُِكئاَِمإَي ْمُكِدَابِع ْنِم َنيِِحنا َّصناَي ْمُكْنِم ٰىَمَاَيْلْا اًُحِكَْنأَي
 ۗ ِِههَْضف ْنِم         
 
Terjemahnya :  
Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan 
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 
laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas 
(pemberian-Nya), maha mengetahui .  4  
Dalam Islam pernikahan itu di tandai dari segi  kedewasaan atau baligh. 
Meskipun belum mencapai umur 19 tahun bagi pria atau 16 tahun bagi wanita 
                                                 
4Departemen Agama,RI., Alqur’an dan Terjemahnya, h. 494. 
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tetapi sudah memiliki tanda-tanda baligh maka agama membolehkan seseorang 
melakukan pernikahan.  
Kedewasaan (baligh) seseorang bisa dilihat jika seseorang pria sudah 
pernah mimpi basah atau menstruasi bagi wanita. Hal ini senada dengan pendapat 
Sulaiman Rasjid, bahwa kategori baligh meliputi : Cukup berumur lima belas 
tahun, keluar mani, mimpi bersetubuh dan mulai keluar haid bagi perempuan.5  
Tetapi dalam Islam yang dimaksud dengan pernikahan di bawah umur 
adalah seseorang yang melangsungkan pernikahan namun belum dewasa atau 
baligh. Pernikahan dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh 
adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk 
melaksanakan pernikahan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan 
perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara 
biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara 
biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan pernikahan tanpa mempunyai 
kemampuan secara ekonomis dan psikis.  Secara ekonomis berarti sudah mampu 
mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan 
secara psikis adalah kedua belah pihak sudah matang jiwa raganya. Perkawinan 
hanya sah dilakukan oleh orang yang bisa melakukan transaksi yaitu baligh, 
berkal dan pintar6 
Hal ini berdasarkan dalil al-Qur’an dan Sunah. Al-Quran dan Sunah  
menganjurkan pernikahan tanpa mengkaitkan dengan batasan umur tertentu, 
sebagaimana firman Allah SWT : 
                                                 
5Sulaiman Rasjid, h. 65. 
6Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i 2 (Cet. 2; Jakarta: Almahira, 2012), h. 457.  
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 ىناعت اللَّ لاق: لا ِيتلانا ِءاَسِّننا ىَمَاَتي ِيف ِبَاتِكْنا ِيف ْمُكَْيهَع َىهُْتي اَمَي َّنِىِيف ْمُكِيتُْفي ُ َّاللَّ ُِمق ِءاَسِّننا ِيف ََكنًُتَْفتَْسيَي
 َُّنوًُحِكَْنت َْنأ َنًُب ََْرتَي َُّنَىن َِةتُك اَم َُّنَىنًُت ُْت 
Dalam ayat di atas terdapat pembolehan untuk menikahi anak 
(peremupan) yatim yang belum mencapai usia baligh. Dan usia maksimal 
seseorang termasuk yatim adalah 15 tahun menurut pendapat yang paling tepat 
(rajih) atau kurang dari itu tanpa batasan usia tertentu.  
Dalam praktenya Nabi menikahi A’isyah pada umurnya 6 atau 7 tahun 
dan berumah tangga dengannya pada umur 9 tahun. Demikian hukum syariat 
tersebut berlaku dalam umat Islam sebagaimana para shahabat yang mereka 
menikah pada usia dini dan usia tua tanpa batasan umur tertentu. 
Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis 
saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang 
mulia yang diridhoi oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut 
akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki kemampuan 
biologis, ekonomis dan psikis maka akan terciptanya hubungan saling tolong-
menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat 
menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing. 
Kalau dicermati secara seksama dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 
1974 pasal 7, yang memberikan batas usia individu sehingga diperbolehkan 
menikah, pada dasarnya yang diperhatikan dan diutamakan adalah jika sudah siap 
lahir dan batin juga kesiapan mental dan fisik. Harusnya pernikahan yang 
dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa 
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adanya maksud semata-mata hanya  menutupi perbuatan zina yang telah 
dilakukan oleh kedua mempelai.  
Tidak sedikit yang melangsungkan pernikahan akibat dari pergaulan 
yang bebas hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga menikah dalam 
kondisi hamil sudah dianggap biasa, bukan lagi masalah yang aneh dan tidak lagi 
merasa malu berada dilingkungannya.  
Makanya persyaratan dalam Undang-Undang Pernikahan sangatlah ketat, 
pertimbangannya ada pada kemaslahatan bagi yang ingin melakukan pernikahan. 
Janganlah  hanya memikirkan kebutuhan biologisnya tetapi pernikahan itu bernilai 
ibadah karena merupakan perintah Allah dan Rasulnya.  
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa faktor usia tergantung 
pada situasi, kondisi lingkungan di mana seseorang bergaul dan beraktifitas. Dan 
sangat besar pula faktor pendidikan dalam menentukan kematangan dan 
kedewasaan seseorang. Oleh karena itu, menikah di bawah umur merupakan hal 
yang bisa dipahami karena bisa saja usianya masih muda akan tetapi 
pemikirannya sudah matang dan dewasa, demikian juga sebaliknya, bisa saja usia 
sudah tua akan tetapi pemikirannya belum dewasa..7 
Ketentuan nikah di bawah umur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 beserta pandangan hukum Islam mengenai nikah di bawah umur juga 
terdapat pandangan dan penilaian masyarakat di Kabupaten Flores Timur.  
Hal ini akan menjadi pertanyaan apakah sebenarnya pernikahan di bawah 
umur tersebut sah secara hukum atau tidak. Meski banyak alasan-alasan yang 
                                                 
7Tim Redaksi Nuansa Aulia,  h. 82. 
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dikedepankan untuk melakukan pernikahan di bawah umur misalnya faktor 
sosiologis, ekonomis maupun religius, seperti yang kita pahami bahwa  Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pernikahan) telah menjadi 
payung hukum untuk suatu perbuatan hukum perkawinan yang berlaku secara 
nasional bagi setiap warga Negara. 
Dari hasil wawancara dengan narasumber hanya sebagian kecil yang 
mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur tentang batas umur 
diperbolehkannya seseorang melakukan pernikahan. Kebanyakan dari narasumber 
yang menilai bahwa pernikahan di bawah umur  lebih cenderung atau sesuai 
dengan aturan yang ada dalam hukum Islam. Bagi mereka, bahwa kategori nikah 
di bawah umur  hanyalah seseorang yang belum pernah mimpi basah bagi laki-
laki dan belum haid bagi perempuan. 
Beberapa pandangan masyarakat mengenai perkawinan Dibawah Umur 
akan kami uraikan diantaranya: 
Abidin Mahlin.S.Ag (Kepala KUA) : bahwa nikah di bawah umur lebih 
sepakat terhadap peraturan Undang-undang Perkawinan karena dinilai sudah 
layak dan dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada 
dalam Undang-undang Perkawinan.8 
Moh.ismail.Spd (Imam mesjid) : “nikah di bawah umur merupakan 
pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum baligh atau dewasa. Di mana 
seorang wanita yang belum haid atau menstruasi dan laki-laki yang belum pernah 
                                                 
8Abidin Mahlin (40 tahun), Kepala KUA Kecamatan Solor Timur, Wawancara, 
Menanga, 12 September 2016. 
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mimpi basah. Tetapi harus juga diperkirakan umurnya dengan melihat kondisi 
pisiknya juga.9  
 Muhammad H.Usman (Tokoh Masyarakat) menilai bahwa nikah di 
bawah umur ialah jika seseoarang yang hendak melakukan pernikahan tetapi 
masih anak-anak, misalnya masih kelas 4sampai 5 SD meskipun sudah haid, kalau 
seseorang sudah umur 17 tahunan kira-kira  dan masuk pada tingkat SMA, maka 
sudah bisa melakukan pernikahan. 10 
Dari sekian pendapat informan mengenai nikah di bawah umur, penulis 
menilai bahwa pada dasarnya setiap individu yang ingin menikah diharapkan dari 
segi kesanggupan harus terpenuhi.   
Beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebagian menggunakan istilah 
layak atau tidaknya seseorang melakukan pernikahan. Beberapa pandangan yang 
dinilai seseorang layak untuk menikah, diantaranya : 
Hamka KS. (Kepala desa) : Menikah itu sudah menjadi keharusan dan 
kewajiban bagi seseorang yang sudah dewasa, ini bisa dilihat bagaimana 
kehidupannya, apakah dia sudah mandiri atau belum, fisiknya dan mentalnya juga 
harus diperhatikan sehingga orang tualah yang bisa menilai anaknya sudah bisa 
menikah atau belum.  11 
Muh.H.Usman (Imam Mesjid) : umur kadang kala tidak bisa menjadi 
patokan seseorang untuk dikategorikan layak menikah atau tidak, tetapi kalau 
                                                 
9Moh. Ismail (42),  Imam Mesjid Kecamatan Solor Timur, Wawancara, Lamakera, 14 
September 2016. 
10
 Muh. H. Usman  (45), Tokoh Masyarakat Larantuka, Wawancara, Larantuka, 20 
September 2016. 
11Hamka Ks  (45), Kepala Desa Motonwutun, Wawancara, Lamakera, 20 September 
2016. 
69 
 
 
 
sudah mampu berfikir dewasa dan dianggap bisa menghidupi keluarganya maka 
seharusnya cepat-cepat menikah, mungkin kalau sudah selasai SMA maka sudah 
dianggap dewasa, jadi bisa melangsungkan pernikahan.12 
Sarudin Bere (Imam Mesjid) : kalau mau menikah berarti sudah berani 
mengembang amanah dan tanggung jawab, karena yang dipikirkan tidak lagi 
kepentingan pribadinya tetapi sudah ada orang lain yaitu istri dan anak-anaknya 
yang menjadi tanggung jawabnya.13 
Dari berbagai pertanyaan yang diajukan, penulis menanyakan tentang 
faktor dari pernikahan di bawah umur. Beberapa pandangan yang menilai bahwa 
salah faktor nikah di bawah umur karena pergaulan bebas, diantaranya : 
Haris Hamit (Tokoh Masyarakat) : Pernikahan selayaknya berangkat dari 
segi kesanggupan dan layak melangsungkan pernikahan, misalnya dinilai sudah 
dewasa, ekonomi mencukupi, siap fisik dan mental, serta ada kemauan dan 
kesanggupan untuk menanggung dari amanah menjadi kepala rumah tangga.14 
Moh.Ismail (Tokoh Masyarakat) : memang kalau dilihat pergaulan anak-
anak sangatlah mengkawatirkan, bisa dibilang sudah tidak mengenal malu lagi, 
bebas kemana-mana berduan. Orang tua sudah berkali-kali memperingati tapi 
tidak ada gunanya, malah tambah kelewatan, tidak sedikit anak jaman sekarang 
                                                 
12Muh. H.Usman (40 \), Imam Mesjid Wato Buku, Wawancara, Lamakera, 20 September 
2016. 
13Sarudin Bere  (52), Kepala Sekolah Mts.N.Lamakera, Wawancara, Lamakera, 22 
September 2016. 
14Haris Hamit (39), Tokoh Masyarakat Lamakera, Wawancara, Lamakera, 22 September 
2016 
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meskipun belum tamat sekolah sudah hamil. Jadi demi menutupi aib keluarga mau 
tidak mau harus dilakukan pernikahan.15 
Dari berbagai pandangan masyarakat mengenai Perkawinan Dibawah 
Umur, penulis menilai bahwa selain dari kurang pemahamannya masyarakat akan 
dampak yang di timbulkan dari Perkawinan di bawah Umur juga ada bentuk 
kepedulian terhadap masa depan anak dan generasi, sekaligus bentuk keprihatinan 
terhadap gaya serta pergaulan anak remaja masa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15Moh. Ismail (39), Tokoh Masyarakat Menanga, Wawancara, Solor Timur, 23 
September 2016 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun tentang 
Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten 
Flores Timur (Studi Kasus pada Pengadilan Agama flores Timur). maka 
kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 
Dalam melaksanakan Perkawinan dibawah Umur tentunya melalui 
berbagai ketetapan-ketetapan atau Aturan-aturan yang telah menjadi landasaan 
dalam menanganii perkara-perkara Perdata Dipengadilan Agama diantaranya ialah 
salahsatunya yakni Perkawinan Dibawah Uumur diantaranya : Setelah melakukan 
penelitian dan analisis data, maka yang menjadi hasil penelitian skripsi ini adalah 
bahwa: 1) prosedur pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama 
Tingkat Pertama Kab. Flores Timur adalah sebagai a) Prameja; b) Meja I; c) 
Kasir; dan d) Meja II; 2) putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kab. Flores 
Timur adalah menerima permohonan pemohon dalam perkara dispensasi nikah di 
bawah umur; dan 3) dalam pandangan hukum Islam pernikahan di bawah umur 
diperbolehkan sepanjang sejalan dan senapas dengan ketentuan hukum Islam 
lainnya yang mengatur hal ihwal pernikahan itu sendiri. 
B. Implikasi 
1. Kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Solor Timur dalam mengabulkan 
izin dispensasi nikah agar lebih teliti, apabila para pemohon tidak 
mengemukakan alasan yang jelas dan logis atau tidak ada hal yang 
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bersifat darurat, sebaiknya pemohon dispensasi nikah ditolak demi 
mencegah kemadharatan yang akan terjadi bila pernikahan itu dilakukan 
pada usia muda. 
2. Kepada pihak pemohon agar menanamkan pendidikan keagamaan sejak 
dini di dalam kehidupan keluarga, sehingga anak-anak mampu 
membentengi diri dalam pergaulan bebas yang berdampak pada 
kebebasan perilaku seksual nikah diluar nikah, perkawinan dibawah 
umur dapat dihindari demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan 
sehat. 
3. Masyarakat hendaknya lebih memahami maksud dari diberlakukannya 
peraturan bats usia nikah serta mentaatinya karena pernikahan dibawah 
umur mempunyai peluang besar kepada timbulnya kemadharatan. 
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